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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesgahteraan
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu
menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari
perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsp Good Governance atau
kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam
penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan,
efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagal bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah,
maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran
atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator
Kinerja. Agar sasarankegiatan dan programberjalan efektif, efisien dan optimal
maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi
prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai bentuk pengjaman sasaran sehingga
diharapkan tujuan vis dan mis organisasi dapat tercapai sesuai dengan
perencanaan yang tertuang dalam RPIJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang
telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja
Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/lnstans
pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwgjibkan
menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :
1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyel enggarakan mang emen kinerja secara baik.
2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisas yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga ( Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara
Pengendalian dan Evaluas Peaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun tentang kedudukan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun
2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.

Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.



BAB |1
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan
mengacu pada sasaran strategis dalam RPIMD dan RENSTRA Organisasi
Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon

[1/SKPD/Unit kerjamandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Out
Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 Syarat Kriteria Indiaktor Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria

Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,
sehingga mempunyal persepsi yang sama.
Measurable;
Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif mapun kualitatif.
Achievable;
Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.
Relevant;
Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang
dapat dicapa untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indiaktor
Kinerjajugafleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Adanya kesdarasan dan mengacu pada Dokumen RPIMD,

RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3) Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas
Kinerja



4) Kebutuhan statistik pemerintah
5) Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB IlI
GAMBARAN UMUM

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2017

tentang Rincian Tugas, Fungs dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada daerah. Selain tugas pokok Dinas Arpus menyelenggarakan
fungs diantaranya:

a)
b)
c)

d)
€)

Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan;

Pel aksanaan kebijakan teknis dibudang kearsipan dan perpustakaan;
Pelaksanaan  evaluas dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang
kearsipan dan perpustakaan;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

3.2Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas

K earsipan dan Perpustakaan sebagai berikut :

A.

B.

Tujuan :
1) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan:
2) Meningkatkan efektifitas layanan kearsipan.
Sasaran :
1) Tersedianya saranayang memadai;
2) Tersedianya prasarana yang memadai;
3) Terlatihnya sumberdaya manusia aparat secara menyeluruh;
4) Terbinanyalembaga perpustakaan secara berkesinambungan;

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan

penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disgjikan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagal parameter terhadap pencapaian



kinerja yang telah ditetapakan dalam RPIMD dan Renstra masing-masing unit
kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu
tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPIMD dan Renstra
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.






Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas K ear sipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Bar at

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jin. Bung Hatta Komplek KTC No. Telp/Fax. (0372) 8382050TALIWANG
www. Arpus.sumbawabaratkab.go.id, / Email : Arpusdaksb2004@yahoo.com

(Kode Pos: 84355)

Isi Formulas

No | Indikator Sasaran | Satuan Forgula}s /IR / Rumus Relless
er hitungan : 2017
Per hitungan
1 2 3 4 5 6
1 | Jumlah arsip aktif Bundel | Jumlah arsip aktif yang | - 14
yang dikelola dikelola
2 | Jumlah SKPD yang SKPD | Jumlah SKPD yang 12 30.76%
menerapkan system menerapkan system kearsipan | ------- X 100%
kearsipan yang baku yang baku 39
--------------------------- X 100%
Jumlah total SKPD
3 | Persentase % Jumlah perpustakaan 117 100%
perpustakaan masyarakat aktif | - X 100%
masyarakat aktif | | s X 100% | 117
Jumlah keseluruhan
perpustakaan masyarakat
4 | Jumlah koleksi buku Eks | Jumlah penambahan koleksi 750 Bertambah
perpustakaan daerah buku tahun 2017 | - X 100% | 6,58 %
--------------------------- X 100% | 11.391
Jumlah total koleksi buku
5 | Jumlah pengunjung Orang | Jumlah kunjungan tahun 4.180 Bertambah
perpustakaan daerah berjglan | - X 100% | 20%
--------------------------- X 100% | 3.484
Jumlah kunjungan tahun
sebelumnya
6 | Persentase Orang | Jumlah pustakawan 0 0%
pustakawan daerah deerah | e X 100%
-------------------------- X 100% | 2
Jumlah kebutuhan
Pustakawan daerah

Taliwang, Februari 2019
Kepala Dinas K earsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Sumbawa Barat




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jin. Bung Hatta Komplek KTC No. Telp/Fax. (0372) 8382050TALIWANG
www. Arpus.sumbawabaratkab.go.id, / Email : Arpusdaksb2004@yahoo.com

A (Kode Pos: 84355)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
Dinas K ear sipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Bar at

. Target

No | Indikator Sasaran | Satuan =757 2518 [ 2019 | 2020 | 2021

1 | Jumlah arsip aktif Bundel 14 20
yang dikelola

2 | Jumlah SKPD yang SKPD 12 15 20 30 40
menerapkan system
kearsipan yang baku

3 | Persentase % 50 116
perpustakaan
masyarakat aktif

4 | Jumlah koleksi buku Eks 12.141 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000
perpustakaan daerah

5 | Jumlah pengunjung Orang | 3.000 7.000 | 10.000 | 13.000 | 15.000
perpustakaan daerah

6 | Persentase Orang - 1 1 2 2
pustakawan daerah

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Taliwang, Februari 2019

Kabupaten Sumbawa Barat

Drs. H Syamsul kamil

Pembina UtamaMuda, |V/c

NIP. 19621211 199103 1 008




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jin. Bung Hatta Komplek KTC No. Telp/Fax. (0372) 8382050TALIWANG
www. Arpus.sumbawabaratkab.go.id, / Email : Arpusdaksb2004@yahoo.com
(Kode Pos: 84355)

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas K ear sipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Bar at

No Indikator Sasaran Satuan Formulasi / Rumus Per hitungan
1 2 3 4
1 | Redisasi anggaran % Besaran redlisasi anggaran
--------------- x100
Besaran anggaran
2 | Nila SAKIP kategori Kategori nilai sakip
3 | Tingkat layanan akuisisi persen Jumlah instansi yang telah menerapkan
kearsipan pengelolaan arsip sesual standar
--------------------------- x 100
Jumlah total instansi
4 | Jumlah kunjungan kunjungan | Jumlah kunjungan per tahun pada
perpustakaan Kabupaten perpustakaan kabupaten + Jumlah

kunjungan perpustakaan keliling

. Target
No | Indikator Sasaran | Satuan ——q 25518 T 5019 | 2020 | 2021
1 | Redlisasi anggaran % 93 9% 9% 9% 9%
2 | Nila SAKIP kategori C CC B B BB
3 | Tingkat layanan persen - 76.7 81.55 91.26 95

akuisisi kearsipan

4 | Jumlah kunjungan | kunjungan | 3.000 7.000 | 10.000 | 13.000 | 15.000
perpustakaan
Kabupaten

Taliwang, Februari 2019
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Sumbawa Barat
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